
Bupatidumedang
PERATURANBUPATISUMEDANG

NOMOR 44TAHUN2006

TENTANGs

PETUNJUKTEKNISPELIMPAHANSEBAGIANKEWENANGANPEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATENSUMEDANG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATISUMEDANG

Menimbang a. bahwasesuaiketentuanpasal3 ayat(1)PeraturanBupati

Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentangPelimpahan

SebagianKewenangan
PemerintahandariBupati kepada

Camat di lingkunganPemerintahKabupaten
Sumedang,

untukmenanganisebagianurusan
otonomidaerah,Camat

memperolehpelimpahansebagian
kewenangandariBupati;

b.bahwauntukmengaturBidangKewenangan
Pemerintahan

yangtelahdilimpahkandariBupati
kepada Camat agardapat

dilaksanakansecaraoptimalperludiuraikandalam petunjuk

teknis
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

hurufa dan
C. PetunjukTeknis

KewenanganPemerintahan
darihurufb diatas,maka

PelimpahanSebagian
Bupati kepada

Camat perluditetapkan
dalam Peraturan

Bupati

Nomor 14 Tahun1950tentang
1.Undang-undang

PemerintahanDaerahKabupaten
dalam Lingkungan

Jawa

Barat(BeritaNegara
Tahun 1950)

Mengingat

2. Undang-undangNomor8 Tahun1974tentang
Pokok-pokok

Kepegawaian(Lembaran
NegaraTahun

1974 Nomor 55,

TambahanLembaranNegara
Nomor 3041)sebagaimana

telahdiubahdenganUndang-undang
Nomor 43 Tahun1999

(LembaranNegara
Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan

LembaranNegaraNomor3890);

3.Undang-undangNomor 28 Tahun 1999

PenyelenggaraNegarayang
BersihdanBebas dariKorupsi,

1999 tentang

1999
Kolusi,danNepotisme(LembaranNegara

Tahun

Nomor75,TambahanLembaranNegara
Nomor3851);



4.Undang-undang
Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(Lembaran

NegaraTahun2004Nomor53,Tambahan LembaranNegara
Nomor4389);

Nomor 10 Tahun 2004 tentang

5. Undang-undang
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125,
4437);sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undang
Nomor 8 Tahun 2005
PemerintahPenggantiUndang-undangNomor 3 Tahun 2005

tentangperubahanUndang-undangNomor32 Tahun 2004

tentangPemerintahan Daerah menjadiUndang-undang

(LembaranNegaraTahun 2005 Nomor 108 Tambahan

LembaranNegara Nomor4548);

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

TambahanLembaranNegaraNomor

tentangPenetapanPeraturan

6 PeraturanPemerintahNomor25 Tahun2000tentang
Kewenangan PemerintahdanKewenanganPropinsisebagai

DaerahOtonom (LembaranNegara Tahun 2000Nomor 54,

TambahanLembaranNegara Nomor 3952);

7. PeraturanDaerahKabupatenSumedangNomor48 tahun
2000 tentang
Sumedang (LembaranDaerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri

D;

KewenanganPemerintahKabupaten

8 PeraturanDaerahKabupatenSumedangNomor49Tahun
2000tentangPembentukan,Organisasi Perangkat

Daerah

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

Nomor 6 Seri D)
PeraturanDaerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun

2002(LembaranDaerah Tahun 2002 Nomor 17 SeriD);

Tahun2001

sebagaimanatelahdiubahdengan

PeraturanDaerahKabupatenSumedangNomor51Tahun

2000tentangPembentukanKecamatan(Lembaran
Daerah

Tahun2000Nomor 67 SeriD);

9.

10.KeputusanBupatiSumedangNomor31Tahun2001tentang

OrganisasidanTataKerja
Kecamatan;

11.PeraturanBupatiSumedangNomor42Tahun
2004tentang

PelimpahanSebagian Kewenangan
dariBupati Kepada

Camat dilingkunganPemerintahKabupaten
Sumedang.

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATISUMEDANG
TENTANGPETUNJUK

SEBAGIAN KEWENANGAN
DI

BUPATI KEPADA CAMAT
Menetapkan TEKNIS PELIMPAHAN

PEMERINTAHANDARI
LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATEN

SUMEDANG.

BAB
KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:
DaerahadalahKabupatenSumedang.
Pemerintah
Sumedang.

1.
2. DaerahadalahPemerintahKabupaten



BupatiadalahBupatiSumedang.
SekretariatDaerah adalah SekretariatDaerah Kabupaten

Sumedang.
SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten

Sumedang
Dinas DaerahadalahDinas DaerahKabupatenSumedang

Lembaga TeknisDaerah adalahLembaga TeknisDaerah

Kabupaten Sumedang.
Unit PelaksanaTeknis yang selanjutnyadisingkat

UPT

adalahUnitPelaksanapada Dinasdan Lembaga Teknis

DaerahKabupaten Sumedang.
KecamatanadalahKecamatanpada PemerintahKabupaten

Sumedang.
10 Camat adalahKepalaKecamatan.

11.Kewenangan BupatiadalahHak
danKewajibanBupatiuntuk

menentukan atau mengambil

penyelenggaraan
KewenanganDaerah.

12. Kewenangan Camat adalahHak
danKewajibanCamat untuk

menentukan atau mengambil kebijakandalam rangka

penyelenggaraanPemerintah
PelimpahanSebagianKewenangan

dariBupati.

Pelimpahan Sebagian Kewenangan
adalah Pelimpahan

SebagianKewenangan
Daerah.

PetunjukTeknisadalahuraian-uraian
teknisdaririncian

kewenanganpemerintahanyangdilimpahkan.

5

8

ebijakandalamrangka
DaerahPemerintah berdasarkan

Daerah berdasarkan

13

14

BABI

KEWENANGANYANGDILIMPAHKANKEPADACAMAT

Pasal2

Untukmengatururusanotonomi,
Bupatimelimpahkan

bidang(1) penandatanganansebagiankewenangan
pemerintahankepada

Camat.

PelimpahansebagiankewenanganBupatisebagaimana
(2)

dimaksudpada Ayat (1)pasalini,mencakup
22 (duapuluh

dua)BidangKewenangandan
257 rinciankewenanganyang

dilimpahkansesuaidengan
PeraturanBupati Sumedang

Nomor42 Tahun2004.

(3) RincianKewenangansebagaimanadimaksudpadaAyat(2)

pasalinitercantumkolom 2 lampiranPeraturanBupati
ini.

BABIII

PETUNJUKTEKNISPELIMPAHANSEBAGIAN
KEWENANGAN

KEPADA CAMAT

Pasal3

Untukmengoptimalkanpelaksanaanrinciankewenangan
(1)

sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat(2) disusun

petunjukteknis
pemerintahan dariBupati kepada Camat di lingkungan

PemerintahKabupatenSumedang.

pelimpahansebagiankewenangan



(2) Petunjukteknissebagaimanadimaksudpadaayat(1)pasal
inimerupakan uraian-uraianoperasional/ teknis dalam

mengimplementasikankewenangan

(3) PetunjukTeknissebagaimanadirmaksudpadaayat(1)pasal
inisecararincitercantumdalam lampiranPeraturan Bupati

ini
BABIV

KETENTUANPENUTUP
Pasal4

Hal-halyangbelumdiaturdalamPeraturanBupatiini,sepanjang
menyangkut
Peraturantersendiri

teknispelaksanaannyadiaturlebihlanjutdalam

Pasal5

PeraturanBupatiinimulaiberiakupadatanggaldiundangkan

Agar setiaporangmengetahuinya,memerintahkan
pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalam
BeritaDaerah KabupatenSumedang

DitetapkandiSumedang
pada tanggal 7 Desenber 2006

BUPATISUMEDANG

DONMURDONO

undangkandiSumedang
datanggal 7 Depeeber 2006

EKRETARISDAERAHKABUPATENSUMEDANG

ATJEARIEIRABDULLAH
ED

RITADAERAHKABUPATENSUMEDANG
HUN 2006 NOMOR 52 SERI
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